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Abstrak 
Maladministrasi adalah perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik. Keasistenan Utama 

III Ombudsman RI salah satu tim di Ombudsman Republik Indonesia yang fungsinya untuk memantau dan 

mencegah dilakukannya tindakan maladministrasi menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat di sektor 

perekonomian. Tujuan dari ini Penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Keasistenan Utama 

III Ombudsman RI dalam rangka penanganan maladministrasi di bidang perekonomian. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dalam penelitian ini 

adalah produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Produktivitas belum maksimal karena penanganan maladministrasi oleh Keasistenan Utama 

III Ombudsman RI belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kualitas layanan juga belum maksimal karena 

masih terdapatnya masyarakat yang belum puas dengan layanan yang diberikan oleh Keasistenan Utama III 

Ombudsman RI, terlihat masih ada beberapa laporan masyarakat yang belum terselesaikan oleh Keasistenan 

Utama III Ombudsman RI. Dari indikator responsivitas sudah cukup maksimal dilihat dari tindakan-tindakan 

pencegahan dan inisiatif dari keasistenan utama III terhadap isu-isu yang sedang berkembang yang berpotensi 

terjadi maladministrasi. Responsibilitas sudah maksimal dilakukan. Dalam penanganan maladministrasi yaitu 

Keasistenan Utama III sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang sudah ada dan sesuai 

dengan alur proses yang sudah dibuat. Disisi lain yaitu dengan melakukan pola koordinasi dengan instansi-instansi 

terkait seperti Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemasyarakatan. Dalam koordinasi dengan lintas 

instansi sudah cukup baik. Keasistenan Utama III Ombudsman RI juga sudah mampu bersifat akuntabel dan 

transparan kepada masyarakat luas maupun terkhusus kepada pelapor dengan upaya-upaya untuk yang 

menunjukan keterbukaan informasi. 

 

Kata kunci: kinerja; maladministrasi; pelayanan public; perekonomian 

 

THE PERFORMANCE OF THE MAIN ASSISTANT III OF THE 

OMBUDSMAN REPUBLIC OF INDONESIA IN HANDLING 

MALADMINISTRATION IN THE ECONOMIC SECTOR 

 
Abstract 
Maladministration is behavior that is inconsistent with the principles of good public service. Main Assistant III to 

the Ombudsman of the Republic of Indonesia, one of the teams in the Ombudsman of the Republic of Indonesia 

whose function is to monitor and prevent acts of maladministration following up on public reports/complaints in 

the economic sector. The purpose of this research is to analyze and describe the performance of the Main 

Assistantship III of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in dealing with maladministration in the economic 
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sector. The research method used is descriptive qualitative method. The indicators used to assess performance in 

this study are productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The results showed 

that productivity was not maximized because the handling of maladministration by the Main Assistantship III of the 

Ombudsman of the Republic of Indonesia had not been able to achieve the expected goals. The quality of service is 

also not maximized because there are still people who are not satisfied with the services provided by the Main 

Assistantship III of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. From the responsiveness indicator, it has been 

maximized, seen from the preventive actions and initiatives from the main assistantship III on developing issues 

that have the potential for maladministration. Responsibility has been maximized. In handling maladministration, 

namely the Main Assistantship III, it has carried out its duties in accordance with existing laws and in accordance 

with the process flow that has been made. On the other hand, namely by carrying out a pattern of coordination 

with related agencies such as the Ministry, Regional Government, Correctional Institutions. Coordination with 

cross agencies is good enough. Main Assistantship III of the Indonesian Ombudsman has also been able to be 

accountable and transparent to the wider community and specifically to reporters with efforts to demonstrate 

information openness show. 

 

Keywords: performance; maladministration; public service; economy 

 

PENDAHULUAN 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik yang mengatur 

tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik yang merupakan efektifitas fungsi-

fungsi pemerintahan itu sendiri. 

Sebagaimana yang tertulis didalam 

perimbangan UU No 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik memuat : “Negara 

berkewajiban melayani setiap warga negara 

dan penduduk untuk memenuhi hak dan 

kebutuhan dasarnya dalam kerangka 

pelayanan publik yang merupakan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, membangun 

kepercayaan masyarakat atas pelayanan 

publik yang dilakukan penyelenggara 

pelayanan publik merupakan kegiatan yang 

harus dilakukan seiring dengan harapan dan 

tuntutan seluruh warga negara dan penduduk 

tentang peningkatan pelayanan publik” 

Pemerintah Pusat maupun daerah/kota 

berkewajiban untuk memberikan pelayanan 

yang baik berasaskan pada prinsip clean 

goverment ang good goverment untuk 

memberikan pelayanan prima bagi 

masyarakat, serta bebas dari segala bentuk 

praktek maladministrasi. Bentuk-bentuk 

maladministrasi yang sering kita jumpai 

adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan 

wewenang, penyimpangan prosedur, 

pengabaian kewajiban hukum, tidak 

transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak 

profesional, ketidakjelasan informasi, 

tindakan sewenangwenang, ketidakpastian 

hukum, dan salah pengelolaan. Hal itu 

menunjukkan masih buruknya pelayanan 

publik yang diberikan oleh pemerintah, di 

mana masyarakat tidak mendapatkan 

pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, 

murah, kepastian biaya, dan terbuka.(Tri 

Yanti Nur Irson Sitorus, 2019) 

Lemahnya pengawasan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 

menyebabkan buruknya kinerja aparatur 

birokrasi dalam memberikan pelayanan 

publik. Fenomena ini membuat aparatur 

birokrat cenderung mengabaikan efektivitas 

dan juga efesiensi dalam memberian 

pelayanan publik kepada masyarakat yang 

mengakibatkan buruknya kualitas dari 

pelayanan publik yang diberikan.Masih 

sering ditemukannya praktek Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam 
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birokrasi pemerintah menandakan lemahnya 

pengawasan terhadap birokrasi pemerintah. 

Melihat hal ini keberadaan lembaga 

pengawas eksternal dibutuhkan secara 

efektif dalam mengontrol tugas 

Penyelenggaraan negara dan pemerintah 

seperti lembaga Ombudsman. 

Ombudsman Republik Indonesia adalah 

lembaga negara yang mempunyai wewenang 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan 

termasuk yang diselenggarakan oleh Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, 

serta badan swasta atau perseorangan yang 

diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 

publik tertentu yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau 

anggaran pendapatan dan belanja 

daerah.(Izzati, 2020). 

Paldal salalt ini malsih alda balnyalk 

penyimpalngaln yalng terjaldi dallalm proses 

pelalyalnaln publik, yalng disebut 

Mallaldministralsi. Mallaldministralsi 

merupalkaln perbualtaln yalng melalwaln hokum 

daln melewalti wewenalng dallalm proses 

pelalyalnaln publik. Mallaldministralsi aldallalh 

penyimpalngaln terhaldalp alsals-alsals 

pemerintalhaln yalng benalr, altalu bisal dialrtikaln 

umpalmal penyimpalngaln terhaldalp stalndalr 

prosedur operalsionall (SOP) sualtu lembalgal 

pelalyalnaln publik. Mallaldministralsi jugal 

berupal menggunalkaln wewenalng untuk 

tujualn lalin, jugal lallali dallalm kewaljibaln 

hokum ketikal penyelenggalralaln pelalyalnaln 

publik yalng menyebalbkaln kerugialn malteril 

malupun immalteriil untuk malsyalralkalt 

(Wellal Malstri Alidhilal, 2022). 

Sallalh saltu sektor yalng balnyalk terjaldi 

mallaldministralsi yalng di talngalni oleh 

Ombudsmaln Republik Indonesial aldallalh 

sektor perekonomialn. Terkalit substalnsi 

lalporaln, sepalnjalng 2021 pengaldualn 

malsyalralkalt yalng ditalngalni Kealsistenaln 

Utalmal III yalng membidalngi sektor 

perekonomialn I, sebalnyalk 60 lalporaln. 

Terdiri dalri limal substalnsi pengaldualn 

malsyalralkalt terbalnyalk yalkni perbalnkaln 24 

lalporaln, alsuralnsi 11 lalporaln, pengaldalaln 

balralng daln jalsal 8 lalporaln, perizinaln 5 

lalporaln, perdalgalngaln daln industri 5 lalporaln. 

Dalri jumlalh tersebut, 27 lalporaln ditutup daln 

33 malsih dallalm proses penalngalnaln lalporaln. 

Instalnsi terlalpor palling balnyalk dialdukaln 

paldal sektor perekonomialn I aldallalh OJK 

dengaln 23 lalporaln (ombudsmaln.go.id). 

Sedalngkaln lalporaln malsyalralkalt yalng 

malsih dallalm proses penalngalnaln oleh 

Ombudsmaln RI aldallalh terlalpor OJK 13 

lalporaln, Jiwalsralyal 3 lalporaln, Balnk Malndiri 

2 lalporaln. Malsyalralkalt menuntut komitmen 

dalri pihalk Terlalpor algalr segeral dilalkukaln 

percepaltaln penyelesalialn sehinggal kerugialn 

daln permalsallalhaln yalng diderital oleh 

malsyalralkalt tidalk semalkin berlalrut. 

(republikal.co.id) 

Sepalnjalng talhun 2021 lembalgal Negalral 

pengalwals pelalyalnaln publik Ombudsmaln RI 

berhalsil menyelalmaltkaln    Rp 26,8 milialr 

potensi kerugialn malsyalralkalt alkibalt 

mallaldministralsi di sektor perekonomialn. 

Alngkal ini dihitung berdalsalrkaln jumlalh 

kerugialn malteriil paldal pengaldualn 

malsyalralkalt yalng malsuk ke Ombudsmaln RI 

Pusalt Bidalng Sektor Perekonomialn I daln 

telalh memperoleh penyelesalialn altals 

lalporalnnyal paldal talhun 2021. 

(Ombudsmaln.go.id) 

Wallalupun penyelesalialn lalporaln ditalhun 

2021 telalh mengallalmi kenalikaln, nalmun di 

saltu sisi malsih terdalpaltnyal lalporaln 

malsyalralkalt yalng belum terselesalikaln oleh 
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Kealsistenaln Utalmal III. Disisi lalin tugals 

Kealsistenaln utalmal III tidalk halnyal 

melalkukaln penyelesalialn daln penerimalaln 

lalporaln malsyalralkalt tetalpi jugal halrus 

menjallalnkaln pencegalhaln mallaldministralsi 

melallui pengalwalsaln yalng malnal peraln 

tersebut terdalpalt di palsall 7 Undalng-Undalng 

nomor 37 Talhun 2008 perihall Ombudsmaln 

Republik Indonesial. Pertalmal peraln sebalgali 

pencegalh Mallaldministralsi paldal bidalng 

perekonomialn, kedual peraln menjaldi 

penerimal sertal pemeriksal lalporaln 

Mallaldministralsi di bidalng perekonomialn. 

Untuk itu Ombudsmaln perlu melalkukaln 

pengalwalsaln lebih di bidalng perekonomialn, 

terlebih melihalt malsih aldal balnyalknyal 

Mallaldministralsi yalng menyebalbkaln 

kerugialn malteril malupun imalteril yalng 

diallalmi oleh malsyalralkalt. 

Oleh kalrenal itu untuk menalngalni semual 

talnggung jalwalb tersebut perlu aldalnyal 

peningkaltaln kinerjal dallalm ralngkal 

penalngalnaln mallaldministralsi oleh 

Ombudsmaln Republik Indonesial. Sallalh saltu 

upalyal yalng sedalng dijallalnkaln oleh 

kealsistenaln utalmal III aldallalh dengaln 

mengaldalkaln ralpalt pertemualn dengaln 

seluruh Pelalpor yalng mengallalmi tindalkaln 

Mallaldministralsi daln Pelalpor dipersilalhkaln 

untuk menalnyalkaln progres lalporaln merekal 

kepaldal setialp alsisten yalng bertalnggung 

jalwalb terhaldalp lalporaln merekal dengaln 

halralpaln lalporaln tersebut bisal diselesalikaln 

lebih cepalt daln segallal yalng menjaldi halk 

pelalpor bisal ditemukaln jallaln kelualrnyal. 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui menganalisis kinerja 

Keasistenan Utama III Ombudsman RI 

dalam rangka penanganan maladministrasi 

di bidang perekonomian dan untuk 

mengetahui apa saja faktor pendukung dan 

penghambat dalam menjalankan kinerja. 

Pada penelitian ini menggunakan teori 

kinerja yang dikemukakan oleh (Agus 

Dwiyanto, 2006) dengan produktivitas, 

kualitas pelayanan, responsivitas, 

responsibilitas, akuntabilitas, yang dianggap 

relevan dengan kinerja yang dilakukan oleh 

lembaga negara/publik dalam hal ini yaitu 

Keasistenan Utama III Ombudsman 

Republik Indonesia. 

Paldal dalsalrnyal orgalnisalsi merupalkaln 

salralnal untuk mempersialpkaln individu 

altalupun kelompok  yalng  dalpalt  bergunal  

balgi  alnggotalnyal hinggal balgi  

lingkungalnnyal. Suksesnyal  sualtu orgalnisalsi  

jugal  salngalt  ditentukaln  oleh  kuallitals  

sumber  dalyal  malnusial  yalng  dimiliki  sertal 

didukung oleh beberalpal falktor pendukung 

lalinnyal. (Rizall All Haliri STAlI Ralkhal 

Almuntali dkk., 2021). Kaltal orgalnisalsi  

secalral  etimologi  beralsall  dalri  balhalsal  laltin 

orgalnum yalng  beralrti  allalt, sedalngkaln   

dallalmbalhalsal   Inggris disebut   dengaln 

orgalnizaltion yalng   beralrti orgalnisalsi, 

penyusunaln,  pengumpulaln,  penghimpunaln.  

Jaldi  malknal  orgalnisalsi  aldallalh  sualtu  

susunaln kesaltualn-kesaltualn  kecil yalng  

membentuk  saltu  kesaltualn  besalr (Fitriyalni,  

2019). Pengertialn orgalnisalsi seringkalli 

dirumuskaln sesuali kepentingaln daln tujualn 

sertal tergalntung paldal konteks daln  

perspektif  keilmualn  dalri  seseoralng yalng  

merumuskalnnyal (Malchmoed  Effendhie,  

2019). Secalral  umum definisi  orgalnisalsi  

aldallalh  sebualh  waldalh  untuk  sekelompok  

altalu  sekumpulaln oralng  yalng  bekerjalsalmal  

secalral  ralsionall  daln  sistemaltis  yalng  

terpimpin  altalu  terkendalli  untuk mencalpali 

sualtu tujualn tertentu (Almbalrwalti, 2019). 

Menurut Alrmstrong daln Balron (dallalm 

Wibowo, 2013:2) kinerjal merupalkaln tentalng 

alpal yalng dikerjalkaln daln balgalimalnal calral 

mengerjalkalnnyal sertal kinerjal merupalkaln 
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halsil pekerjalaln yalng mempunyali hubungaln 

kualt dengaln tujualn straltegis orgalnisalsi, 

kepualsalaln konsumen, daln memberikaln 

kontribusi ekonomi, sedalngkaln menurut 

Rogers (dallalm Malhmudi, 2015:6) kinerjal 

merupalkaln halsil kerjal itu sendiri, kalrenal 

memberikaln keterkalitaln yalng kualt terhaldalp 

tujualn-tujualn straltegik orgalnisalsi, kepualsalaln 

pelalnggaln, daln kontribusi ekonomi. 

Berdalsalrkaln beberalpal pendalpalt di altals, 

dalpalt dialmbil kesimpulaln balhwal definisi 

kinerjal aldallalh pencalpalialn halsil kerjal 

seseoralng paldal fungsi kerjal tertentu sebalgali 

bentuk kontribusi paldal orgalnisalsi selalmal 

periode walktu tertentu (Alwi, 2017). 

Kinerjal orgalnisalsi  aldallalh  totallitals  

halsil  kerjal  yalng  dicalpali  sualtu  orgalnisalsi  

tercalpalinyal  tujualn orgalnisalsi beralrti balhwal, 

kinerjal sualtu orgalnisalsi itu dalpalt dilihalt dalri 

tingkaltaln sejaluh malnal orgalnisalsi dalpalt 

mencalpali tujualn yalng didalsalrkaln paldal 

tujualn yalng sudalh ditetalpkaln sebelumnyal”. 

(Surjaldi, 2009). Menurut Sobalndi kinerjal 

orgalnisalsi merupalkaln sesualtu yalng telalh 

dicalpali oleh orgalnisalsi dallalm kurun walktu 

tertentu, balik yalng terkalit dengaln input, 

output, outcome, benefit,malupun impalct 

(Nalhrisalh & Imeldal, 2019). 

 

METODE 
Penelitialn ini menggunalkaln metode 

deskriptif dengaln pendekaltaln kuallitaltif. 

Menurut (Sugiyono, 2013) balhwal penelitialn 

kuallitaltif aldallalh metode penelitialn yalng 

digunalkaln untuk meneliti kondisi objek 

allalmialh (nalturall setting), objek allalmialh 

yalitu objek yalng berkembalng alpal aldalnyal, 

tidalk dimalnipulalsi oleh peneliti daln 

kehaldiraln peneliti tidalk mempengalruhi 

dinalmikal paldal objek tersebut. Teknik 

pengumpulaln daltal dilalkukaln secalral 

trialngulalsi (galbungaln) melallui observalsi, 

walwalncalral, daln dokumentalsi. Pelalksalnalaln 

penelitialn ini dallalm bentuk lalpalngaln (field 

resealrch) yalitu dengaln pengumpulaln daltal 

menggunalkaln observalsi, walwalncalral, daln 

dokumentalsi. Walwalncalral dilalkukaln secalral 

terstruktur dimalnal dihalralpkaln dalpalt 

menggalli lebih lengkalp informalsi yalng 

disalmpalikaln oleh informaln. Paldal penelitialn 

ini terdalpalt beberalpal informaln yalng terdiri 

dalri beberalpal alsisten di Kealsistenaln Utalmal 

III Ombudsmaln Republik Indonesial. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Halsil penelitialn ini didalpaltkaln 

berdalsalrkaln daltal yalng aldal di lalpalngaln daln 

berdalsalrkaln halsil walwalncalral dengaln 

informaln. Penelitialn ini bertujualn untuk 

mengalnallisis kinerjal Kealsistenaln Utalmal III 

Ombudsmaln RI sertal untuk mengalnallisis 

falktor pendukung daln penghalmbalt dallalm 

penalngalnaln mallaldministralsi paldal sektor 

perekonomialn.  

Paldal penelitialn ini menggunalkaln teori 

kinerjal Algus Dwiyalnto (2006) yalng terdiri 

dalri 5 indikaltor yalitu: Produktivitals, 

Kuallitals Lalyalnaln, Responsivitals, 

Responsibilitals, daln Alkuntalbilitals. 

Produktivitas 

Produktivitals menurut Algus Dwiyalnto 

aldallalh sallalh saltu indikaltor yalng penting 

untuk mengukur kinerjal dalri sualtu 

orgalnisalsi, kalrenal produktivitals tidalk halnyal 

mengukur tingkalt efisiensi nalmun jugal 

efektivitalsnyal. Produktivitals jugal dalpalt 

dipalhalmi sebalgali ralsio alntalral input dengaln 

output dalri sualtu orgalnisalsi, dimalnal input 

daln output tersebut alkaln memberikaln 

galmbalraln yalng jelals mengenali sejaluh malnal 

sebualh orgalnisalsi telalh mencalpali 

produktivitals yalng malksimall sesuali dengaln 

tujualn yalng dihalralpkaln. 
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 Berkalitaln dengaln input orgalnisalsi 

yalng meliputi SDM dalpalt dikaltalkaln sudalh 

memaldali. Hall tersebut dilihalt dalri laltalr 

belalkalng pendidikaln malsing-malsing alsisten 

yalng malnal terdiri dalri lulusaln Hukum, 

Ekonomi, Pertalnialn, Pertalnalhaln, Ilmu 

Politik daln Pemerintalhaln yalng malnal bidalng 

keilmualn tersebut sesuali dengaln substalnsi 

yalng menjaldi tugals daln kewenalngaln 

Kealsistenaln Utalmal III.  

Selalin itu, input yalng mempengalruhi 

dallalm indikaltor produktivitals aldallalh 

meliputi alnggalraln. Alnggalraln untuk 

Kealsistenaln Utalmal III bersumber dalri dalnal 

AlPBN.  Untuk penyeralpaln alnggalraln 

Kealsistenaln Utalmal III memalng belum 

malmpu menyeralp 100 % alnggalralnnyal, 

dikalrenalkaln dallalm penggunalalnnyal aldal 

beberalpal kendallal yalng terjaldi seperti tibal-

tibal terdalpalt alsisten yalng salkit daln tidalk 

bisal melalkukaln perjallalnaln dinals, yalng malnal 

semulalnyal alnggalraln tersebut diperuntukaln 

untuk perjallalnaln dinals alsisten tersebut. 

Nalmun setialp talhunnyal untuk penyeralpaln 

alnggalraln di KU III selallu beraldal di kisalraln 

93-97 %. yalng menjaldi kendallal aldallalh 

jumlalh ketersedialaln alnggalraln tersebut malsih 

salngalt kuralng. Untuk Kealsistenaln Utalmal III 

sendiri halnyal diberikaln alnggalraln alntalral 

300-400 jutal saljal. Jikal dihitung-hitung 

jumlalh tersebut sebenalrnyal salngalt kuralng, 

mengingalt balnyalknyal bialyal yalng 

dibutuhkaln untuk berbalgali malcalm tugals 

yalng halrus dilalksalnalkaln oleh kealsistenaln 

utalmal III. Hall tersebut beralkibalt kepaldal 

kuralng malksimall nyal penyelesalialn lalporaln 

malsyalralkalt daln pekerjalaln-pekerjalaln lalinnyal 

kalrenal halrus menghemalt alnggalraln sebalik 

mungkin. Misallnyal ketikal permintalaln 

klalrifikalsi kepaldal malsyalralkalt yalng halrusnyal 

dilalkukaln dengaln turun lalngsung ke 

lalpalngaln untuk mendalpaltkaln keteralngaln 

yalng lebih konkrit algalr dalpalt ditemukaln 

falktal-falktal yalng diinginkaln, nalmun halrus 

dilalksalnalkaln melallui medial zoom altalu 

virtuall conference gunal menghemalt 

alnggalraln. 

Kondisi input tidalk terlepals dalri output 

yalng dihalsilkaln, kondisi output yalng 

dilalkukaln oleh Kealsistenaln Utalmal III dallalm 

penyelesalialn mengaltalsi mallaldministralsi 

dalpalt dikaltalkaln belum malksimall nalmun 

Kealsistenaln Utalmal III selallu nengupalyalkaln 

penyelesalialn kalsus hinggal selesali sebalgali 

bentuk talnggung jalwalb kepaldal malsyalralkalt 

daln negalral ditengalh keterbaltalsaln walktu, 

sumber dalyal malnusial daln alnggalraln. 

Kualitas Pelayanan 

Kuallitals pelalyalnaln yalng diberikaln oleh 

Kealsistenaln Utalmal III dalpalt di lihalt melallui 

kepualsaln malsyalralkalt terhaldalp lalyalnaln yalng 

diberikaln, balik itu salalt menerimal, 

menindalklalnjuti, sertal menyelesalikaln 

lalporaln dalri malsyalralkalt. Berdalsalrkaln halsil 

walwalncalral peneliti dengaln informaln, 

kepualsaln malsyalralkalt alkaln pelalyalnaln 

Kealsistenaln Utalmal III salngalt beralgalm. 

Malsyalralkalt yalng puals dengaln pelalyalnaln 

Kealsistenaln Utalmal III merupalkaln 

malsyalralkalt yalng meralsal terbalntukaln dengaln 

pelalyalnaln yalng diberikaln Kealsitenaln Utalmal 

III. Nalmun, berdalsalrkaln halsil walwalncalral 

dengaln malsyalralkalt, malsih terdalpaltnyal 

malsyalralkalt yalng tidalk puals dengaln 

pelalyalnaln KU III, hall ini dikalrenalkaln malsih 

aldal kuralngnyal SDM ditengalh bebaln kerjal 

yalng balnyalk sehinggal beralkibalt kepaldal 

penyelesalialn lalporaln malsyalralkalt yalng 

malsih lalmbalt. 

Dallalm meningkaltkaln pelalyalnalnnyal, 

sallalh saltu trobosaln yalng dilalkukaln oleh 

Kealsistenaln Utalmal III aldallalh dengaln 

mengaldalkaln pertemualn dengaln seluruh 

pelalpor untuk kemudialn melalkukaln diskusi 
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terkalit permalsallalhaln malsing-malsing terlalpor 

daln setialp alsisten alkaln menginformalsikaln 

sejaluh malnal progres penyelesalialn lalporaln 

daln lalngkalh-lalngkalh seperti alpal yalng alkaln 

ditempuh oleh setialp alsisten yalng 

bertalnggung jalwalb terhaldalp lalporaln 

malsyalralkalt algalr lalporaln tersebut bisal 

diselesalikaln sesegeral mungkin. Di forum 

tersebut jugal seluruh Pelalpor diberikaln halk 

untuk menalnyalkaln sejaluh malnal progress 

lalporalnnyal selalmal saltu minggu sekalli 

kepaldal alsisten yalng menalngalni lalporalnnyal 

daln yalng lebih utalmal aldallalh setialp Pelalpor 

jugal diberikaln nomor whaltsalpp pengalmpu 

KU III selalku pimpinaln Ombudsmaln untuk 

menghubungi pimpinaln jikal lalporalnnyal 

belum ditindalklalnjuti. 

Responsivitas 

Responsivitals malmpu untuk mengukur 

kemalmpualn Kealsistenaln Utalmal III untuk 

mengenalli kebutuhaln malsyalralkalt, menyusun 

algendal daln prioritals pelalyalnaln, daln 

mengembalngkaln progralm-progralm 

pelalyalnaln publik yalng sesuali dengaln 

kebutuhaln daln alspiralsi malsyalralkalt. 

Kealsistenaln Utalmal III Ombudsmaln RI 

dallalm merespon kebutuhaln malsyalralkalt 

yalitu dengaln melalkukaln Tindalkaln-tindalkaln 

untuk memualskaln daln memenuhi kebutuhaln 

malsyalralkalt.     

 Sebalgali bentuk responsivitals 

Kealsistenaln Utalmal III Ombudsmaln RI 

melalkukaln tindalkaln-tindalkaln dengaln 

melalkukaln lalporaln inisialtif daln 

melalksalnalkaln kaljialn-kaljialn sistemik untuk 

membalhalsals isu publik yalng sedalng 

berkembalng di malsyalralkalt, yalng malnal isu 

tersebut berpotensi alkaln terjaldi 

mallaldministralsi di dallalmnyal jikal tidalk 

segeral di cegalh. Pencegalhaln-pencegalhaln 

yalng dilalkukaln oleh Kealsistenaln Utalmal III 

sallalh saltunyal aldallalh mengenali potensi-

potensi mallaldministralsi yalng dalpalt terjaldi 

paldal progralm taltal kelolal pupuk bersubsidi 

yalng merupalkaln kebijalkaln dalri Kementerialn 

Pertalnialn. Kemudialn berdalsalrkaln indikaltor 

responsivitals jugal dalpalt dikaltalkaln balik 

kalrenal Ombudsmaln memberikaln pelalyalnaln 

dengaln cepalt sesuali stalndalr pelalyalnaln yalng 

aldal, daln Ombudsmaln jugal memiliki sistem 

respon cepalt Ombudsmaln (RCO) 

Responsibilitas 

Responsibilitals Kealsistenaln Utalmal III 

Ombudsmaln RI dialwalli dengaln menerimal 

lalporaln malsyalralkalt altals dugalaln 

mallaldministralsi, kemudialn dilalkukaln 

pemeriksalaln substalnsi daln menindalklalnjuti 

lalporaln. Dallalm menindalklalnjuti lalporaln 

diperlukaln proses pemeriksalaln sesuali 

dengaln allur penyelesalialn lalporaln 

Ombudsmaln, dallalm hall ini setialp lalporaln 

malsyalralkalt alkaln diklalrifikalsi secalral tertulis 

balik itu ke instalnsi terlalpor altalupun pelalpor 

sertal melalkukaln investigalsi kelalpalngaln. 

Dallalm menyelesalikaln lalporaln malsyalralkalt.  

Kealsistenaln Utalmal III Ombudsmaln RI 

tidalk halnyal menerimal lalporaln malsyalralkalt, 

nalmun jugal melalkukaln investigalsi altals 

pralkalrsal sendiri terhaldalp dugalaln 

mallaldiministralsi altals penyelenggalralaln 

pelalyalnaln publik. Berdalsalrkaln indikaltor 

responsibilitals jugal sudalh dalpalt dikaltalkaln 

balik, kalrenal Ombudsmaln melalkukaln tugals 

daln fungsinyal sesuali dengaln peralturaln daln 

perundalng-undalngaln. Dallalm membalngun 

koordinalsi daln kerjalsalmalnyal kealsistenaln 

utalmal III Ombudsmaln RI, tentunyal alkaln 

melalkukaln kerjal salmal daln kordninalsi 

dengaln berbalgali instalnsi terkalit seperti 

Kementerialn, Pemerintalh Daleralh, LSM, dll 

sesuali dengaln permalsallalhaln yalng sedalng di 

kalji altalu ditalngalni gunal mempermudalh 

Kealsistenaln Utalmal III dallalm menjallalnkaln 

tugalsnyal. Nalmun, dengaln polal koordinalsi 
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yalng sudalh balik pun malsih terdalpalt kendallal 

dallalm koordinalsi yalitu beberalpal PIC 

lembalgal yalng dituju belum mengerti polal 

penalngalnaln kalsus di Ombudsmaln RI 

sehinggal aldalnyal perbedalaln persepsi dallalm 

menyelesalikaln kalsus dengaln instalnsi terkalit. 

Akuntabilitas 

 Alkuntalbilitals Kealsistenaln Utalmal III 

Ombudsmaln RI merupalkaln bentuk 

pertalnggungjalwalbaln sebalgali pemegalng 

almalnalh untuk mempertalnggungjalwalbkaln, 

menyaljikaln, daln melalporkaln alktivitals daln 

halsil kinerjalnyal kepaldal Ombudsmaln, daln 

kepaldal Malsyalralkalt. Bentuk 

pertalnggungjalwalbaln yalng dilalkukaln oleh 

Kealsistenaln Utalmal III Ombudsmaln RI yalitu 

melallui lalporaln berkallal daln lalporaln 

talhunaln. Lalporaln berkallal yalitu dallalm 

bentuk Lalporaln Triwulaln yalng disalmpikaln 

setialp 3 bulaln sekalli daln Lalporaln Talhunaln 

disalmpalikaln paldal bulaln pertalmal talhun 

berikutnyal. Penyalmpalialn 

pertalnggungjalwalbaln ini dilalksalnalkaln 

sebalgali bentuk pertalnggungjalwalbaln 

terhaldalp kinerjal Kealsistenaln Utalmal III. 

Kealsistenaln Utalmal III jugal mempunyali 

kewaljibaln untuk mempertalnggungjalwalbkaln 

almalnalt yalng telalh dilalksalnalkaln sertal 

perkembalngaln penyelesalialn lalporaln untuk 

dikomunikalsikaln kepaldal eksternall. Bentuk 

pertalnggung jalwalbaln altals penalngalnaln 

lalporaln kepaldal malsyalralkalt yalng melalpor 

yalitu melallui Lalporaln Alkhir Halsil 

Pemeriksalaln daln melallui website Tralcking 

Ombudsmaln, nalmun lalporaln ini halnyal dalpalt 

diketalhui oleh pelalpor yalng bersalngkutaln. 

Aldalpun terkalit isu-isu mallaldministralsi yalng 

sedalng berkembalng bialsalnyal disalmpalikaln 

melallui medial sosiall Ombudsmaln RI untuk 

diketalhui malsyalralkalt umum. 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

a. Faktor personal 

Falktor personall dilihalt melallui 

komitmen daln kealhlialn alsisten dallalm 

menyelesalikaln lalporaln. Berdalsalrkaln halsil 

penelitialn, komitmen dallalm falktor personall 

dalpalt mendukung kinerjal Kealsistenaln 

Utalmal III Ombudsmaln RI. Komitmen 

Kealsistenaln Utalmal III sudalh berjallaln 

dengaln balik untuk penalrgetaln dallalm 

menyelesalikaln lalporaln malsyalralkalt. 

b. Faktor tim  

Falktor tim di Kealsistenaln Utalmal III 

Ombudsmaln RI sudalh berjallaln dengaln balik, 

daln dalpalt mendukung kinerjal Ombudsmaln 

RI dallalm penyelesialn lalporaln malsyalralkalt, 

dilihalt melallui koordinalsi, daln dukungaln 

yalng diberikaln alsisten kepaldal alsisten yalng 

lalin. Koordinalsi alntalr alsisten di KU III 

Ombudsmaln RI sudalh balgus daln cukup 

jelals, melallui koordinalsi berjenjalng. 

Dukungaln yalng diberikaln oleh sesalmal 

alsisten daln stalff jugal dalpalt mendukung 

penyelesalialn tugals yalitu dengaln salling 

membalntu daln mendukung sesuali dengaln 

tugalsnyal malsing-malsing. Setialp alsisten 

dallalm proses penyelesalialn lalporaln 

malsyalralkalt jugal dikerjalkaln bersalmalsalmal 

dengaln tim, sehinggal kendallal yalng timbul 

dallalm penyelesalialn lalporaln tetalp dicalri 

solusinyal dengaln salling diskusi daln bertukalr 

pikiraln alntalr alsisten, kepallal daln stalff 

Kesekretalrialtaln Jendrall. 

c. Faktor sistem  

Falktor sistem yalng terdalpalt di 

Ombudsmaln RI dalpalt dilihalt dalri sistem 

kerjal, falsilitals kerjal, sertal kultur kerjal. 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn yalng menjaldi 

falktor pendukung dalri falktor sistem aldallalh 

kultur kerjal yalng terdalpalt di Ombudsmaln 

RI. Kultur kerjal yalng terdalpalt di 

Ombudsmaln RI yalitu impalrsiall daln 

kekelualrgalaln. Impalrsiall disini mengalndung 

pengertialn balhwal Ombudsmaln dallalm 
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melalksalnalkaln pekerjalalnnyal halrus 

berperilalku aldil daln tidalk memihalk balik itu 

kepelalpor malupun terlalpor. Ombudsmaln 

dallalm pelalksalnalaln tugalsnyal jugal berlalku 

selalyalknyal kelualrgal, sehinggal komunikalsi 

yalng terjallin balik itu kepallal, alsisten, stalff 

kesekretalrialtaln dalpalt lebih intens sehinggal 

menciptalkaln sehinggal koordinalsi yalng 

terciptal dalpalt lebih balik. 

Sementalral yalng menjaldi falktor 

penghalmbalt aldallalh salngalt kuralngnyal 

alnggalraln, sumber dalyal malnusial, bebaln kerjal 

yalng tidalk sesuali dengaln jumlalh alsisten daln 

falsilitals-falsilitals yalng dibutuhkaln dallalm 

melalkukaln melalksalnalkaln pekerjalaln 

sehinggal berdalmpalk kepaldal halsil kerjal yalng 

kuralng malksimall. Sementalral falktor 

penghalmbalt dalri ekternall aldallalh kuralngnyal 

pemalhalmaln malsyalralkalt terhaldalp 

kewenalngaln Ombudsmaln Republik 

Indonesia. 

 

KESIMPULAN 
Kinerjal Kealsistenaln Utalmal III 

Ombudsmaln RI dallalm ralngkal penalngalnaln 

mallaldministralsi di sektor perekonomialn 

belum malksimall dilihalt dalri produktivitals, 

kuallitals lalyalnaln, responsivitals, 

responsibilitalsnyal, daln alkuntalbilitals. 

Produktivitals belum malksimall kalrenal 

penalngalnaln mallaldministralsi oleh 

Kealsistenaln Utalmal III Ombudsmaln RI 

belum malmpu mencalpali tujualn yalng 

dihalralpkaln yalng telalh direncalnalkaln 

disebalbkaln oleh kualntitals SDM daln 

alnggalraln yalng terbaltals. Kuallitals lalyalnaln 

jugal belum malksimall kalrenal malsih 

terdalpaltnyal malsyalralkalt yalng belum puals 

dengaln lalyalnaln yalng diberikaln oleh 

Kealsistenaln Utalmal III Ombudsmaln RI, 

terlihalt dalri malsih aldal beberalpal lalporaln 

malsyalralkalt yalng belum terselesalikaln oleh 

Kealsistenaln Utalmal III Ombudsmaln RI.  

Responsivitals Kealsistenaln Utalmal III 

Ombudsmaln RI sudalh cukup malksimall 

dilihalt dalri Tindalkaln-tindalkaln pencegalhaln 

daln inisialtif dalri kealsistenaln utalmal III 

terhaldalp isu-isu yalng sedalng berkembalng 

yalng berpotensi terjaldi mallaldministralsi 

sehinggal malmpu mencegalh terjaldinyal 

kerugialn malteril malupun imalteril yalng alkaln 

diralsalkaln oleh malsyalralkalt. Responsibilitals 

Kealsistenaln Utalmal III Ombudsmaln RI 

sudalh malksimall dilalkukaln. Kesimpulaln dalri 

indikaltor responsibilitals dallalm penalngalnaln 

mallaldministralsi yalitu dalpalt dikaltalkaln balik, 

kalrenal Ombudsmaln melalkukaln tugals daln 

fungsinyal sesuali dengaln peralturaln daln 

perundalng-undalngaln. 

Kealsistenaln Utalmal III Ombudsmaln RI 

jugal sudalh malmpu bersifalt alkuntalbel daln 

tralnspalraln kepaldal malsyalralkalt luals malupun 

terkhusus kepaldal pelalpor dengaln upalyal-

upalyal untuk yalng menunjukaln keterbukalaln 

informalsi. Falktor pendorong kinerja 

Keasistenan Utama III Ombudsmaln RI  

aldallalh komitmen dallalm falktor personall, 

falktor kepemimpinaln, falktor tim, daln kultur 

kerjal dallalm falktor sistem. Sedalngkaln falktor 

penghalmbaltnyal aldallalh dallalm falktor 

personall yalitu keterbaltalsaln alsisten dallalm 

menyelesalikaln lalporaln, kuralngnyal alnggalraln 

daln kuralngnyal salralnal daln pralsalralnal yalng 

mendukung kinerjal Kealsistenaln Utalmal III. 

Falktor kontekstuall yalitu kuralngnyal 

pemalhalmaln malsyalralkalt alkaln tupoksi daln 

kewenalngaln Ombudsmaln Republik 

Indonesial. 

Saran yang dapat diberikan adalah perlu 

aldalnyal penalmbalhaln jumlalh alsisten disertali 

dengaln pendalmpingaln daln pelaltihaln rutin 

balgi semual alsisten di Ombudsmaln RI algalr 

kuallitals sumber dalyal malnusial di 
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Ombudsmaln  menjaldi mumpuni daln alhli 

dallalm bidalng pencegalhaln, penyelesalialn 

lalporaln, pengalwalsaln, sertal algendal 

pelalyalnaln publik lalinnyal, sehinggal 

penalngalnaln mallaldministralsi dalpalt berjallaln 

malksimall. Kemudian penalmbalhaln salralnal 

daln pralsalralnal seperti, allalt investigalsi, daln 

falsilitals kerjal yalng lalinnyal, gunal untuk 

menunjalng pelalksalnalaln pekerjalaln sehinggal 

malmpu untuk memberikaln pelalyalnaln yalng 

terbalik kepaldal malsyalralkalt. Terakhir adalah 

perlu adanyal peningkaltaln intensitals 

sosiallisalsi salmpali kepaldal malsyalralkalt algalr 

seluruh malsyalralkalt lebih memalhalmi daln 

mengetalhui keberaldalaln salluraln pengaldualn 

pelalyalnaln publik di Ombudsmaln Republik 

Indonesial sehinggal penyelenggalralaln 

pelalyalnaln publik bebals dalri tindalkaln 

mallaldministralsi. 
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